
 
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN 

NOMOR  8  TAHUN  2010 
 

TENTANG 
 

ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH  
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

BUPATI KEBUMEN, 
 

Menimbang 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mengingat 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

a. bahwa dalam rangka pelaksanaan peraturan perundang-undangan, tugas 
pemerintahan umum lainnya dan sesuai ketentuan Pasal 45 ayat (1) 
Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi 
Perangkat Daerah, maka perlu dibentuk Lembaga Lain sebagai bagian 
dari perangkat daerah; 

b. bahwa berdasarkan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 
tentang Penanggulangan Bencana, maka perlu dibentuk Badan 
Penanggulangan Bencana Daerah di Kabupaten Kebumen;   

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a 
dan huruf b, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang 
Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;   

 
 
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-

daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah; 
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan 

Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4389);  

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) 
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-
Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan 
antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan 
Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723); 

6. Peraturan  Pemerintah  Nomor  32  Tahun  1950  tentang Penetapan 
Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;  
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Menetapkan 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
: 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman 
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 

8. Peraturan  Pemerintah  Nomor  38  Tahun  2007  tentang Pembagian 
Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi 
dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor  4737); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi 
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 
Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4741); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan 
Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4828); 

11. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, 
Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan; 

12. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 53 Tahun 2004 tentang 
Partisipasi Masyarakat dalam Proses Kebijakan Publik (Lembaran 
Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2004 Nomor 64); 

13. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun 2008 tentang 
Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2008 Nomor 11, 
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 22); 

 
 

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEBUMEN  

dan  
BUPATI KEBUMEN 

 
MEMUTUSKAN : 

 
PERATURAN DAERAH TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA 
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH. 
 
 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

 
Pasal 1 

 
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 
1. Daerah adalah Kabupaten Kebumen. 
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh 

Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas 
otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya 
dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana 
dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 
Tahun 1945.  

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur 
penyelenggara pemerintahan daerah. 

4. Bupati adalah Bupati Kebumen. 
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5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen. 

6. Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disebut BPBD adalah Badan 
Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kebumen. 

7. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu 
kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam dan faktor 
non alam maupun faktor manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak 
psikologis.  

8. Bencana Alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa 
yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, 
kekeringan, angin topan dan tanah longsor. 

9. Bencana Non Alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa 
non alam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi dan wabah 
penyakit. 

10. Bencana Sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa 
yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antar kelompok atau 
antarkomunitas masyarakat dan teror. 

11. Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi 
penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan 
bencana, tanggap darurat dan rehabilitasi. 

12. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disebut Kepala 
Pelaksana adalah Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten 
Kebumen. 

13. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggungjawab dan hak 
seorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan 
tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu yang bersifat mandiri. 

14. Pegawai adalah Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Kebumen. 
 
 
 

BAB II 
PEMBENTUKAN 

 
Pasal 2 

 
Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk BPBD. 
 
 
 

BAB III 
KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI  

Bagian Kesatu  
Kedudukan  

 
Pasal 3 

 
(1) BPBD merupakan unsur pendukung tugas Bupati di bidang penanggulangan bencana daerah 

yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati. 
(2) BPBD dipimpin oleh seorang Kepala yang secara ex-officio dijabat oleh Sekretaris Daerah 

Kabupaten Kebumen.  
 
 
 
 
 
 
 



 4 

Bagian Kedua 
Tugas Pokok dan Fungsi  

 
Pasal 4 

 
(1) BPBD mempunyai tugas pokok : 

a. menetapkan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana yang 
mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi, serta rekonstruksi 
secara adil dan merata; 

b. menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana 
berdasarkan peraturan perundang-undangan; 

c. menyusun, menetapkan dan menginformasikan peta rawan bencana; 
d. menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana; 
e. melaksanakan penyelenggaraan penanggulangan bencana pada wilayahnya; 
f. melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Bupati setiap bulan sekali 

dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana; 
g. mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang; 
h. mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah dan dari sumber lainnya; dan 
i. melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 

(2) Penetapan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) huruf a sesuai dengan kebijakan Pemerintah Daerah, Pemerintah 
Provinsi Jawa Tengah dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana. 

 
Pasal 5 

 
Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, BPBD 
menyelenggarakan fungsi : 
a. perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi 

dengan bertindak cepat, tepat, efektif dan efisien; 
b. pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu 

dan menyeluruh; 
c. pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan, kepegawaian, perlengkapan, rumah tangga 

dan ketatausahaan di lingkungan Sekretariat BPBD; 
d. pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang penanggulangan bencana; dan  
e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya. 

 
 

BAB IV 
ORGANISASI BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 

Bagian Kesatu 
Susunan Organisasi  

 
Pasal 6 

 
Susunan Organisasi BPBD terdiri dari : 
a. Kepala; 
b. Unsur Pengarah; dan 
c. Unsur Pelaksana. 

 
Bagian Kedua 

Unsur Pengarah 
 

Pasal 7 
 

(1) Pengaturan Unsur Pengarah ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang 
berlaku. 



 5 

(2) Unsur Pengarah terdiri dari Ketua dan Anggota. 
(3) Ketua Unsur Pengarah dijabat oleh Kepala BPBD. 
(4) Anggota Unsur Pengarah berjumlah 9 (sembilan) anggota, terdiri dari 5 (lima) anggota dari 

pejabat instansi/lembaga Pemerintah Daerah dan 4 (empat) anggota dari masyarakat 
profesional di Daerah. 

 
Pasal 8 

 
Unsur Pengarah BPBD mempunyai tugas memberikan masukan dan saran kepada Kepala BPBD 
dalam penanggulangan bencana daerah. 

 
Pasal 9 

 
Unsur Pengarah BPBD mempunyai fungsi :  
a. perumusan  kebijakan penanggulangan bencana daerah; 
b. pemantauan; dan 
c. evaluasi dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana daerah. 

 
Pasal 10 

 
Penetapan anggota Unsur Pengarah BPBD dilakukan melalui mekanisme sebagai berikut : 
a. untuk penetapan anggota Unsur Pengarah dari instansi/lembaga Pemerintah Daerah 

dilakukan sesuai dengan mekanisme dan peraturan perundangan yang berlaku. 
b. untuk penetapan anggota Unsur Pengarah dari masyarakat profesional ditetapkan 

berdasarkan prosedur pemilihan dan seleksi sebagai berikut: 
1. Persyaratan 

Persyaratan calon anggota Unsur Pengarah dari masyarakat profesional adalah sebagai 
berikut : 
a) Warga Negara Indonesia; 
b) sehat jasmani dan rohani; 
c) berkelakuan baik; 
d) berusia serendah-rendahnya 30 (tiga puluh) tahun dan setinggi-tingginya 60 (enam 

puluh) tahun; 
e) memiliki wawasan kebangsaan; 
f) memiliki pengetahuan akademis dan pengalaman dalam penanggulangan bencana; 
g) memiliki integritas tinggi; 
h) non-partisan; 
i) tidak berstatus sebagai pegawai negeri atau anggota TNI/Polri kecuali dosen yang 

telah mendapat izin dari pejabat yang berwenang; dan 
j) berdomisili di daerah yang bersangkutan/berasal dari daerah yang bersangkutan. 

2. Pendaftaran dan Seleksi 
a) Pendaftaran dilakukan dengan memberikan kesempatan kepada masyarakat dan 

diumumkan melalui media. 
b) Pendaftaran dan seleksi dilakukan oleh lembaga independen yang ditunjuk/ditetapkan 

oleh Kepala BPBD. 
3. Penyampaian hasil seleksi 

a) Lembaga independen menyampaikan hasil seleksi kepada Kepala BPBD. 
b) Kepala BPBD mengusulkan 8 (delapan) calon anggota Unsur Pengarah dari 

masyarakat profesional hasil pemilihan kepada Bupati atau 2 (dua) kali lipat secara 
proporsional dari jumlah anggota Unsur Pengarah dari masyarakat profesional untuk 
dilakukan uji kepatutan dan kelayakan oleh DPRD. 

4. Calon anggota Unsur Pengarah yang dinyatakan lulus uji kepatutan dan uji kelayakan 
disampaikan oleh DPRD kepada Bupati untuk ditetapkan sebagai anggota Unsur 
Pengarah penanggulangan bencana secara definitif. 

5. BPBD mengumumkan kepada masyarakat luas hasil uji kepatutan dan uji kelayakan 
melalui media. 

6. Anggota Unsur Pengarah ditetapkan oleh Bupati. 


